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Abstrak

The rapid increase of population and economic gnowindonesia also increased
domestic consumption of any goods or services ritBervices required by the
public service is power. The electricity servicesvided by PT. PLN (Persero).
In the use of electricity services are settinqritArticle 4 Paragraph (3) of Law
No. 30 of 2009 on Electricity, namely the implenaitn of power supply by the
government and the local government-owned ent@priand state owned
enterprises. To facilitate clientele PT. PLN (Pes$én cooperation with PT. Pos
Indonesia (Persero) is then poured inside the aonhtagreement PT. PLN
(Persero) and PT. Pos Indonesia (Persero) regatidénglectricity Bill Payment
and Claims In Centralized other. This agreemend asposed in the city of
Pekanbaru.
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Pendahuluan

Hukum adalah aturan tertulis yang dibuat oleh pasguyang memuat
sanksi tegas dan nyata bagi pelanggarnya sertadajzat terlepas dari kehidupan
masyarakat. Hukum sebagai norma mempunyai ciri kskban, yaitu hendak
melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangaand menjaga
kepentingan umum. Sesuai dengan tujuannya untukapeantata tertib keadilan,
aturan-aturan hukum akan berkembang sejalan dgmgembangan pergaulan
hidup manusid.Dengan demikian hukum sangatlah penting di dalahickipan
masyarakatDalam pemakaian jasa tenaga listrik terdapat pargatya pada
Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2868ng Ketenagalistrikan
yaitu pelaksanaan penyediaan tenaga listrik oleimepa@tah dan pemerintah
daerah dilakukan oleh badan usaha milik negardddan usaha milik daerah.

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2011 tentand Teehaga Listrik
Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Peml&rolPerusahaan Listrik
Negara. Pasal 2 aturan Peraturan Presiden Présateor 8 Tahun 2011 tentang
Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PerusahRerseroan (Persero) PT.
Perusahaan Listrik Negara, Peraturan Menteri Ergagi Sumber Daya Mineral
Nomor 9 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaah Tanaga Listrik Yang
Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Perserddplsahaan Listrik Negara.
Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Surilag'a Mineral Nomor 9

!R. Abdoel Djamali,Pengantar Hukum IndonesiRajawali Pers, Jakarta, 2008, him. 3.



Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Tarif ageenListrik Yang
Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Perserdydfisahaan Listrik Negara
berbunyi tarif dasar listrik sebagaimana tercantdatam lampiran | sampai
dengan lampiran VIl Peraturan Presiden Nomor 8uhaR011 terdiri atas tarif
listrik reguler dan tarif listrik prabayar. Pelaksan tarif listrik reguler dan listrik
prabayar telah dirasakan masyarakat.

Pasal 9 Ayat (1), 19 Ayat (1), Pasal 19 ayat (HRean Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2011 tentaetgntuan Pelaksanaan
Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PerusahRerseroan (Persero) PT.
Perusahaan Listrik Negara yakni konsumen diwajibkmembayar tagihan
rekening listrik sesuai masa pembayaran yang giata oleh perusahaan
perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara.

Demi kenyamanan pelanggan atau konsumen PT. PLksglie¢ pada
tanggal 27 Oktober Tahun 2000, Menteri Energi SumbDaya Mineral
meluncurkan sistem Payment Point Online Bank (PPQRlengan nama
“pembayaran tagihan listrik fleksibel dan otomati®ada tahun 2008 berubah
menjadi Payment Point Online Bank (PPQBSistem PPOB adalah layanan
pembayaran tagihan listrik dan lainnya secarae real timeyang
diselenggarakan PT. PLN (Persero) bekerja samaadepipak perbankan dan
PT. Kantor Pos Indonesia (Persero).

Dasar hukum PPOB yaitu Pasal 1 butir 2 Undang-Ugiddomor 10 tahun
1998 jo Nomor 7 tahun 1998 tentang Perbankan, Kispuat Direksi PLN No.
021.K/0599/DIR/1995 tanggal 23 Mei 1995 tentangdpeain Dan Petunjuk Tata
Usaha Pelanggan Dan Edaran Direksi PT. PLN (Pérseio.
010.E/012/DIR/2002 tanggal 29 Juni 1984 tentang/€lenggaraan Bank dan PT.
Pos Indonesia Diberikan Kewenangan Untuk Memberidleea Dalam Lalu Lintas
Pembayaran.

Perjanjian kerjasama PT. PLN (Persero) dengan R& Rdonesia
(Persero) dituangkan di dalam kontrak yaitu peiganjkerjasama PT. PLN
(Persero) dengan PT. Pos Indonesia (Persero) tefanerimaan Pembayaran
Tagihan Listrik dan Tagihan lainnya Secara TerpuBatjanjian kerjasama ini
termuat pada kontrak yakni Pasal 2 Ayat (1) PeganKerjasama PT. PLN
(Persero) dengan PT. Pos Indonesia (Persero) teanerimaan Pembayaran
Tagihan Listrik dan Tagihan Lainnya Secara Terpysdtu para pihak sepakat
untuk melakukan kerjasama penerimaan pembayar@matagstrik dan tagihan
lainnya secara terpusat dalam sistemline dengan menggunakan jaringan
penghubung yang meliputi transaksi atau penerinpgambayaran tagihan listrik
dan tagihan lainnya pihak pertama secardine melalui pihak kedua yang
selanjutnya dilaksanakan penyetoran ke rekeningkgiertama.

Perjanjian kerjasama yang dilaksanakan oleh PT. HRédsero) dan PT.
Pos Indonesia (Persero) berlaku Se-Indonesia. Dakaaksanaannya, dampak
yang ditimbulkan dari kerjasama tersebut adalahnyalabiaya administrasi

http://www.hukumonline.com/berita/baca/It505163amkonsumen-gugat-pln-dan-
menteri-karena-biaya-adminsitrasi-listrikakses, tanggal, 23 September 2012.
*http://www.pln.co.id/disjatim/?p=4Bliakses, tanggal, 23 September 2012.



tambahan pada rekening tagihan listrik konsumemtd@okasus di kota Padang,
Sumatera Barat. Permasalahannya adalah adanyea ddaninistrasi tambahan
seperti pembayaran melalui anjungan tunai mandifiM). Biaya administrasi
tambahan sebesar Rp. 1500 per pelanggan.

Berdasarkan permasalahan tersebut Badan Perliadukgnsumen
Nasional (BPKN) menyurati Menteri Energi Sumber Baineral. Isi surat
tersebut menyatakaPayment Point Online Bank (PPOB)tap bisa dilanjutkan
karena merupakan bagian dari peningkatan pelaykepada konsumen, biaya
PPOB dilarang dibebankan kepada konsumen dan PR&DBandung nilai positif
tetapi hanya sebagai konsumen yang memanfaatkabmgiang-Undang Nomor
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Basafuf ¢ yakni kewajiban
konsumen adalah membayar sesuai yang disepakdan@an biaya tambahan
yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) merupakaggang jawab PT. PLN
(Persero) dikarenakan PT. PLN (Persero) memberdakuRPOB ini sebagai
pengamanan pembayaran. Kasus ini sudah diputus Bédelan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK) Padang, Sumatera Barat paldn Juli 2012.
Dalam putusannya, BPSK menghukum pihak bank untakhgembalikan uang
administrasi pelanggan PT. PLN (Persero) yand taisetor’

Permasalahan biaya administrasi tambahan siftagment Point Online
Bank (PPOB)juga diajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumemadayea
Masyarakat (LPKSM). LPKSM melalui kuasa hukumnyavibaML Tobing
menggugat PT. PLN (Persero), Menteri ESDM, dan kremiegara BUMN ke
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan perbuailawan hukum itu
didaftarkan dengan No0.510/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sefjgah12 September 2012.
Dikarenakan konsumen dibebankan biaya tambahamélirasi yang jumlahnya
bervariasi, berkisar Rp.1.600,00 sampai Rp.5.000,00

Pada praktiknya pihak PT. Kantor Pos Indonesias@te)j kecamatan
Tampan cabang kota Pekanbaru memungut biaya adrasiisambahan. Biaya
administrasi yang dipungut kepada konsumen adiah.900,00. Berdasarkan
permasalahan yang telah diuraikan oleh penulistas, ayang hasilnya akan
dituangkan dalam bentuk skripsi maka mengambil ljudBelaksanaan
Perjanjian Kerjasama PT. PLN (Persero) dengan PT. Bs Indonesia
(Persero) Tentang Penerimaan Pembayaran Tagihan Llisk di Kota
Pekanbaru.”

Kerangka teori pada hakikatnya memuat pemikiraniieam yang
bersifat teoretis yang menjadi landasan pemikir@ard penelitian. Teori adalah
dalil (ilmu pasti) atau paham (pandangan) tentasyiatu berdasarkan kekuataan
akal (ratio) patokan dasar atau garis-garis daaarssdan ilmu pengetahuan

*http://news.detik.com/read/2012/09/11/141253/20 D4T& pemerintah-pln-dilarang-kutip-
biaya-tambahan-bayar-listrik-via-atm?99110dakses, tanggal, 23 September 2012.
*http://skalanews.com/baca/news/4/9/122962/sendieiahkan-biaya-administrasi-pada-
konsumen--pIn-digugat-.htrdiakses tanggal 23 September 2012.
®http://www.hukumonline.com/ Loc.cit



pedoman praktekTeori juga bagian dari suatu penjelasan yang munanakala
seseorang dihadapkan pada suatu gejala yang fitekgerti®
1. Teori Perjanjian

R. Subekti mengemukakan perjanjian adalah suatistipga dimana
seorang berjanji kepada seorang lain atau dimaaahng itu saling berjanji
untuk melaksanakan suatu AaMenurut Sudikno Mertokusumo, Perjanjian
adalah hubungan hukum antara dua pihak atau ledvdabarkan kata sepakat
untuk menimbulkan akibat hukut.

Perjanjian juga memiliki asas-asas dalam perjargalah satu adalah
asas konsesualisme. Kata sepakat sudah dapat rkatelperjanjian, karena
menurut Eggens perkataan sudah mengikat dan menupaktutan kesusilaan
sehingga apabila seseorang ingin dihargai sebagaiusma harus dapat
dipegang perkataannya dan bagi hukum asas konsesealmerupakan
tuntutan konsesualisme merupakan kepastian hukum tégaknya ketertiban
dan keadilan dalam masyarakat.

2. Teori Wanprestasi

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik lapphra pihak telah

memenuhi prestasinya masing-masing seperti yaalj tBperjanjikan tanpa ada
pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya perjanfiarsebut tidak terlaksana
dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakaleh salah satu pihak
atau debitur. Sedangkan menurut R.Subekti, bentakpvestasi ada empat
macam yaitlf tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan
melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak bag&imana
dijanjikannya,melakukan apa yang dijanjikannyagetarlambat dan melakukan
sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakuk

3.Teori badan Hukum

Ada beberapa pandangan pendapat dan teori merzgtai hukum yaitt?

a. Teori fiksi: Teori fiksi yang diajarkan oleh Fiedn carl von Savigny, C.W.
Opzoomer, daa Houwing. Teori mengemukakan bahwarb&adikum itu
pengaturannya oleh negara dan badan hukum itinaeha tidak ada,
hanya orang-orang-orang menghidupkan bayangannyk nmenerangkan
sesuatu dan terjadi karena manusia yang membudddagkan hukum atau
dengan kata lain merupakan orang buatan hukum.

b. Teori harta karena jabatan atau teori van het dijkbteermogen, yang
dapat diajarkan oleh Holder dan binder.

" Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Baramus Iimiah PopulerArloka, Surabaya, 1994,
him. 747.

8 George B Vold dalam Topo Santoso dan Eva AchjariaZKriminologi, Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2004, him. 19.
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Menurut teori ini badan hukum ialah suatu badangyarempunyai harta
yang berdiri sendiri, yang dimiliki oleh badan huokuitu tetapi oleh
pengurusnya dank arena jabatannya, ia diserahlgas tuntuk mengurus
harta tersebut.

c. Teori harta bertujuan atau zwck vermogen yang kajaoleh A. Brinz dan
EJJ van der Heyden
Menurut teori ini hanya manusia yang menjadi sulljgkum dan badan
hukum adalah untuk melayani kepentingan tertentu.

d. Teori milik bersama atau Proproete collective ydrgjarkan oleh WLPA
Molengraff dan Marcel Planiol
Teori ini mengemukakan badan hukum ialah harta yatak dapat dibagi
dari anggota-anggotanya secara bersama-sama.

e. Teori kenyataan atau teori peralatan atau orgagrithgang diajarkan oleh
oto von gierke
Menurut teori ini badan hukum bukaniah sesuatu vydikgi tetapi
merupakan makhluk yang sungguh-sngguh ada secas&ralabdari
konstruksi yuridis.
Pembagian badan hukum
1. Badan hukum public ataau public rechtspersoon
2. Badan hukum privat (sipil) atau privaat rechtpersoo

Permasalahan yang penulis diangkat dalam jurnalakmni bagaimanakah
hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakgangian kerjasama tentang
penerimaan pembayaran tagihan listrik, bagaimanakandala-kendala
pelaksanaan perjanjian kerjasama PT. PLN (PersEnogan PT. Pos Indonesia
(Persero) tentang penerimaan pembayaran tagitiek dan bagaimanakah upaya
pengawasan pemerintah terhadap permasalahan peanbaggihan listrik di
masyarakat.

Tujuan penulis mengadakan penelitian dalam pemulisa yaitu untuk
mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam ksatekan perjanjian
kerjasama tentang penerimaan pembayaran tagih@ik.lizintuk mengetahui
kendala-kendala pelaksanaan perjanjian kerjasam&IBN (Persero) dengan PT.
Pos Indonesia (Persero) tentang penerimaan penamatagihan listrik dan untuk
mengetahui upaya pengawasan pemerintah terhadapageahan pembayaran
tagihan listrik di masyarakat.

B. Metode Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitiaka nmetode
pendekatan yang digunakan adalah metode pendekaidis empiris Metode
pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekasaug yneneliti data sekunder
terlebih dahulu, kemudian dilajutkan dengan menkgacapenelitian data
primer di lapangan? Faktor yuridisnya adalah seperangkat aturan-atura
hukum perdata pada umumnya dan peraturan-peragaranberkaitan dengan
bidang hukum perjanjian, sedangkan faktor empiasmadalah PT. PLN
(Persero) wilayah Riau dan Kepri dan PT. Pos Insi@an@ersero) kantor pos

1Soerjono Soekanto dan Sri Mamudjienelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat
Rajawali Press, Jakarta, 1985, him. 7.



Pekanbaru dalam melaksanakan perjanjian tersebotleRatan ini bertujuan
untuk memperoleh data murni yang berkaitan dengasalah yang dibahas
dalam proposal skripsi ini.

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalBii. PLN (Persero)
wilayah Riau dan Kepri dan PT. Pos Indonesia (Peyséntor Pos Pekanbaru
dan kota Pekanbaru. Lokasi ini dipilih oleh karelisesuaikan dengan pokok
permasalahan yang telah dibahas.

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini ddala
a. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang perakukan dalam

bentuk tanya jawab langsung kepada respondenpdndmn, responden
dalam wawancara ini adalah Manager Niaga PT. PL&is@?0) wilayah
Riau dan Kepri, Manager SDM PT. Pos Indonesia @pPeyskantor pos
Pekanbaru dan konsumen kota Pekanbaru.

b. Kuisioner yaitu metode pengumpulan data dengan mem@buat daftar-
daftar pertanyaan yang memiliki korelasi denganmpeialahan yang
diteliti, yang pada umumnya dalam daftar pertanyiatelah disediakan
jawabannya.

c. Studi kepustakaan yaitu untuk memperoleh data skkudandasan ini
yang mendukung proposal skripsi ini, penulis mempel buku-buku,
literatur, catatan kuliah yang ada hubungannya aepgoposal skripsi ini.

Setelah diperolenh data, baik data primer maupura dakunder,
kemudian pada data tersebut dikelompokkan sesumjadejenis data. Data
yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bepembahasan dengan
uraian kalimat. Setelah data tersebut disajikafarfpgnya peneliti melakukan
pengolahan data dengan cara kualitatif yaitu soatode analisis data yang
tidak menampilkan angka-angka sebagai hasil perelya melainkan
disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraiammdtakalimat dan
dipaparkan dalam bentuk tulis&h.Hasil dari analisis data ini akan
disimpulkan secara  deduktif, yaitu cara berpikiang menarik suatu
kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yamgifae umum menjadi suatu
pernyataan yang bersifat khusus, yang mana ddrabar kesimpulan tersebut
dapat diajukan saran.

C. Hasil dan Pembahasan
1. Hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan pganjian
kerjasama tentang penerimaan pembayaran tagihan ligk

Perjanjian kerjasama PT. PLN (Persero) dengan R& Rdonesia
(Persero) tentang penerimaan pembayaran tagihaik ldan tagihan lainnya
secara terpusat dimana PT. PLN (Persero) sebadgak pertama dan PT. Pos
Indonesia (Persero) sebagai pihak kedua. Perjakgigasama PT. PLN (Persero)
dengan PT. Pos Indonesia (Persero) tentang perarippambayaran tagihan
listrik dan tagihan lainnya secara terpusat diadgk@da hari Senin tanggal dua
puluh dua bulan Februari tahun dua ribu sepuluh0O22010). Dengan nomor
pihak  pertama  057.PJ/041/DIR/2010 dan nomor  pihakedu&
PKS18/DIRTEKJASKUG/0210.

®Bambang WaluyoPenelitian Hukum...,Op Citim. 62.



Perjanjian kerjasama PT. PLN (Persero) dengan B3 Iirlonesia (Persero)
tentang penerimaan pembayaran tagihan listrik @iginan lainnya secara terpusat
memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu
1) Hak dan Kewajiban PT. PLN (Persero)

a. Hak PT. PLN (Persero)
1. Penerimaan pembayaran tagihan listrik

Berdasarkan Pasal 2 para pihak sepakat untuk nkalakerjasama
penerimaan pembayaran tagihan listrik dan tagihamya secara terpusat
dalam sistemonline dengan menggunakan jaringan penghubung yang
meliputi transaksi atau penerimaan pembayaran dadilstrik dan tagihan
lainnya pihak pertama secawaline melalui pihak kedua yang selanjutnya
dilaksanakan penyetoran ke rekening pihak perté&asal 2 Ayat (1)).

Layanan yang diberikan oleh pihak kedua sebagaindémaksud
dalam Pasal 2 Ayat (1) meliputi transaksi atau peraan pembayaran
tagihan listrik dan tagihan lainnya secara terpugsiam sistemonline
melalui pihak kedua, layanan secara elektronik rantain meliputi
Autodebet ATM, Electronic Data Capture (EDC)Internet Banking
Mobile Bankingmaupun layanan lainnya yang diselenggarakan kbdka
pada saat ini maupun dikemudian hari, yang dapgundikan oleh
pelanggan untuk melakukan transaksi pembayararmisésngan ketentuan
perjanjian ini (Pasal 2 Ayat (2)).

2. Pembayaran koreksi dan atau restitusi Pelanggan

Apabila terdapat permintaan koreksi dan restituaii gpelanggan
kepada pihak kedua mengenai penerimaan pembayagdran listrik dan
tagihan lainnya secara terpusat dalam system ogéng dibayar melalui
pihak kedua, maka koreksi dan atau restitusi haapatddilakukan oleh
pihak pertama (Pasal 8 Ayat (1)). Pembayaran kodsksatau restitusi oleh
pihak pertama dilakukan sesuai dengan tata cam gisetapkan oleh pihak
pertama (Pasal 8 Ayat (2)).

3. Pengecekan dan audit IT

Pihak pertama dengan persetujuan tertulis terleahulu dari
pihak kedua berhak melakukan pengecekan dadit Information
Technology(audit IT) terhadap aplikasi dan jaringan milik pkhkedua,
mitra pos maupun loket yang merupakan mitra posadwandalan dan
kelancaran transaksi yang melalui aplikasi damggmn yang terkait dengan
layanan pihak kedua (Pasal 11 Ayat (6)).

Untuk menjaga keandalan sistem datenter pihak pertama
maka pihak kedua beserta mitra pos tidak diperkiesmanuntuk
melakukan transaksi melalui suatu aplikasi secalekkf, kecuali untuk
pelanggan yang telah ditetapkan oleh pihak pertéPasal 11 Ayat (7)).
Berdasarkan pemberitahuan kepada pihak kedua, pleatama berhak
melakukan inspeksi terhadap seluruh transaksi peaan tagihan listrik
dan tagihan lainnya secara terpusat dalam sigielime pihak kedua
maupun mitra pos, untuk mengetahui kebenaran tkahggembayaran
yang dilakukan oleh pelanggan pihak pertama (Pek&lyat (8)).



b. Kewajiban PT. PLN (Persero)
1. Menyediakan data tagihan listrik
Pihak pertama wajib menyediakan data tagihan Kistein tagihan
lainnya secara terpusat dalam sistem online dikpgetama untuk dapat
diakses oleh pelanggan melalui layanan pihak kesklzelum periode
pembayaran dimulai (Pasal 4 Ayat (1)). Apabilaadirketerlambatan di sisi
pihak pertama dalam menyiapkan data tagihan listek tagihan listrik
lainnya pada periode pembayaran, pihak pertaméa wagnginformasikan
hal tersebut kepada pihak (Pasal 4 Ayat (2)).
2. Menjamin dan membebaskan rekonsiliasi dari pihaéua
Pihak pertama wajib menyediakan back up data base pihak
kedua wajib menyedikaback upjaringan komunikasi data (Pasal 4 Ayat
(5)). Para melakukan rekonsiliasi antara bukti péonan dengan laporan
final hasil rekonsiliasi sesuai dengan standargmtos pengoperasian (SPP)
yang menjadi lampiran Il perjanjian ini (Pasal 7afy5)). Pihak pertama
dengan ini menyatakan untuk menjamin dan membebaskak kedua dari
segala pengaduan pelanggan sehubungan dengannpeenembayaran
tagihan listrik dan tagihan lainnya secara terpukam sistem online,
kecuali timbulnya pengaduan tersebut disebabkaenkakesalahan atau
kelalaian pihak kedua dalam melaksanakan perjamigfasal 9 Ayat (1)).
3. Memberikan imbalan jasa
Atas layanan penerimaan pembayaran tagihan listiék pihak
kedua, pihak pertama menyetujui untuk memberikgra#ta pihak kedua
dan pihak kedua menyetujui untuk menerima darikpipartama imbalan
jasa sebesar Rp. 448 (Empat Ratus Empat Puluh &el@ppiah), sudah
termasuk pajak (PPN 10%) (Pasal 10 Ayat (1)) dabalan jasa yang
diberikan pihak pertama kepada pihak kedua hanymkutransaksi
pembayaran tagihan listrik (Pasal 10 Ayat (2)).
Apabila pihak pertama terlambat melakukan pembayaridalan
Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasalmiaka pihak
pertama bersedia dikenakan sanksi/denda dengansammaebagai
berikut (Pasal 10 Ayat (6):
NominalRD tagihan x hari keterlambatan x suku 120 % SBI
360
2) Hak dan Kewajiban PT. Pos Indonesia
a. Hak PT. Pos Indonesia (Persero)
1. Menerima Imbalan jasa
Atas layanan penerimaan pembayaran tagihan listek pihak
kedua, pihak pertama menyetujui untuk memberikgratta pihak kedua
dan pihak kedua menyetujui untuk menerima dari pipertama imbalan
jasa sebesar Rp. 448 (Empat Ratus Empat Puluh @elRppiah), sudah
termasuk pajak (PPN 10%) (Pasal 10 Ayat (1)) dabalan jasa yang
diberikan pihak pertama kepada pihak kedua hanyakuransaksi
pembayaran tagihan listrik (Pasal 10 Ayat (2)). ddsarkan wawancara
dengan Bapak Sapri Manager SDM PT. Pos Indonesiad€P) perjanjian
ini telah dilaksanakan dan biaya ini ditanggundnateasyarakat.




2. Melakukan Promosi

Dalam hal promosi dan iklan para pihak secara bwssama
maupun sendiri-sendiri akan melaksanakan kegiatbhkasi yang meliputi
iklan, promosi, sosialisasi dan edukasi tentangariap sebagaimana
dimaksud pada pasal 2 Ayat (1) perjanjian ini @engetap memperhatikan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 Aygbefjanjian ini
(Pasal 3 Ayat (1)) dan apabila terjadi keterlambatasisi pihak pertama
dalam menyiapkan data tagihan listrik dan tagihatrik lainnya pada
periode pembayaran, pihak pertama wajib menginfeikaa hal tersebut
kepada pihak ke dua (Pasal 4 Ayat (2)).

Apabila para pihak sepakat untuk melaksanakan @sorsecara
bersama-sama maupun sendiri-sendiri, maka segala lpromosi yang
timbul akan ditanggung bersama maupun sendiri-sesgBuai kesepakatan
secara tertulis oleh para pihak (Pasal 3 Ayat @2)) seluruh disain, logo,
nama, slogan dan merek dagang yang berhubugan rdéswyggnan pihak
kedua adalah milik pihak kedua (Pasal 3 ayat (3)).

Perjanjian kerjasama PT. PLN (Persero) dengan B3.lfRdonesia
(Persero) tentang penerimaan pembayaran tagihamk lidan tagihan
lainnya secara terpusat pihak kedua dapat menggomakma dan logo dari
pihak pertama pada setiap aktifitas promosi daaniktang berhubungan
dengan penerimaan pembayaran tagihan listrik dgihaa lainnya secara
terpusat melalui layanan pihak kedua, apabila piHa@dua akan
mempergunakan nama dan logo dari pihak petamardilieng lingkup
perjanjian ini, pihak kedua wajib mendapat pergeatu tertulis terlebih
dahulu dari pihak pertama yang selanjutnya akamadgkan dalam
kesepakatan sendiri (Pasal 3 Ayat (4)).

. Kewajiban PT. Pos Indonesia (Persero)
1. Menghubungkan sistem host

Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksiadl @gat (1)
pasal ini, para pihak akan mempergunakan jaringamglpubung. Oleh
karena itu pihak kedua wajib untuk menghubungkatesinya dengan host
pihak pertama melalui jaringan penghubung (Pasay& (4)) dan sistem
dan prosedur penggunaan jaringan penghubung aksdar debih lanjut
dalam standar prosedur pengoperasian (SPP) terseqaig menjadi
lampiran Il perjanjian ini (Pasal 2 Ayat (5)). Baesarkan wawancara
dengan Bapak Sapri Manager SDM PT. Pos Indonesia€f) perjanjian
ini telah dilaksanakan dan biaya ini ditanggunghoteasyarakat. untuk
system host dilaksanakan dan memenuhi perjanjian.

2. Menjamin Keakuratan data

Pihak kedua menjamin akan sebagaimana dimaksuddatesal 2
Ayat (2) perjanjian ini yaitu menjamin kebenaram d&akuratan data hasil
transaksi yang dilakukan melalui jaringan penghgbberdasarkan pada
data transaksi yang diterima dari switching compaklijusus untuk
transaksi elektronik, pihak kedua menjamin pendebeekening milik
nasabah (Pasal 5 Ayat (1)). Berdasarkan wawanagath Bapak Sapri



Manager SDM PT. Pos Indonesia (Persero) perjanjian telah
dilaksanakan.
3. Menerbitkan bukti pembayaran

Pihak kedua menjamin akan menerbitkan bukti pentaaytagihan
listrik dan tagihan lainnya secara terpusat kepgaslanggan sebagai tanda
telah terjadinya transaksi melalui pihak kedua, gyamencantumkan
informasi sesuai format bukti pembayaran tagihatriki sebagaimana
dimaksud dalam lampiran Il perjanjian ini (PasaRAgat (2)) dan pihak
kedua menjamin akan menyetorkan hasil penerimaarbg@garan tagihan
listrik dan tagihan lainnya secara terpusat keemelg pihak pertama
sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 perjanjiaPasa] 5 Ayat (3)).

4. Menyimpan Transaksi Laporan

Pihak kedua wajib menyimpan laporan transaksi dau &ukti
pembayaran dalam bentuk apapun untuk jangka waktwas dengan
ketentuan perundangan-undangan yang berlaku (FBas®yat (3)) dan
apabila pihak pertama membutuhkan bukti pembayasabagaimana
dimaksud pada Ayat (3) pasal ini untuk keperluatukiralat bukti, maka
atas permintaan tertulis dari pihak pertama, plkedua akan memberikan
bukti pembayaran tersebut kepada pihak pertama adentetap
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undaggag berlaku
(Pasal 6 Ayat (4)).

Pihak kedua berdasarkan laporan final yang disdmpamelalui
switching companyari pihak pertama wajib melimpahkan atau meyetork
seluruh hasil penerimaan pembayaran tagihan listaik tagihan lainnya
secara terpusat dalam sist@mline kepada pihak pertama melalui nomor
rekening 0187343749 (receipt) atas nama PT. PLNXséRr® kantor Pusat
Jakarta, Bank PT. Bank Negara Indonesia 1946 Cab&igwai alamat
Jalan Melawai Raya Jakarta (Pasal 7 ayat (1)).

Pihak kedua berdasarkan laporan final wajib melimkipa atau
menyetorkan seluruh tagihan listriknya secara sapdalam sisteranline
ke nomor rekening sebagaimana dimaksud pada Ayaiag&hl ini selambat-
lambatnya pukul 13.30 WIB pada hari kerja ke 1upatetelah tanggal
transaksionline sistem pembayaran tagihan listrik dan tagihamianoleh
pihak kedua melebihi jangka waktu tersebut diatakardianggap sebagai
keterlambatan dan pihak kedua dikenakan dendasatadsi sesuai Ayat (7)
pasal ini (Pasal 7 ayat (2)).

Dalam hal tanggal pelimpahan atau penyetoran kepidwdk kedua
sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) pasal ini jpada hari libur, maka
pelimpahan atau peneyetoran tersebut dilakukan padkerja berikutnya
(Pasal 7 Ayat (3)) dan pihak kedua mengirimkan ibp&hyetoran kepada
pihak pertama dengan mencantumkan jumlah trangasibayaran dan
total nilai rupiah yang dilimpahkan sebagaimanadieut pada Ayat (2)
pasal ini kepada pihak pertama kepada pihak pertataa seluruh
penerimaan pembayaran per tanggal transaksi pemamaglam jangka
waktu selambat-lambat satu hari kerja setelah t@ngenyetoran (Pasal 7
Ayat (4)).

10



2. Kendala-kendala yang dihadapi PT. PLN (Persero) danPT. Pos

Indonesia (Persero)

Menurut Bapak Adrian Daniel dari pihak Kantor PG@abang Kota
Pekanbaru, kesepakatan antara PT. PLN (Perser@aneRT. Pos Indonesia
(Persero) mengenai biaya administrasi atau biayaupgutan yang diambil dari
konsumen telah disetujui oleh PT. PLN (Perseroay®i yang administrasi
tersebut yang diambil sebesar Rp. 1.900 seben&My#0s Indonesia (Persero)
meminta sebesar Rp. 10.00Q,00

Walaupun PT. PLN (Persero) telah memberikan imbjalsa sebesar Rp. 448
termasuk PPN tapi tidak mencukupi. Dikarenakan aknfaktor-faktor yang
menjadi kendala diantaranya biaya jaringan, biaraes, biaya gaji karyawan,
biaya sewa alat, biaya fee buat agen-agen Pos dés@o(Persero) yang tersebar
dikarenakan pihak PLN tidak mampu membuat agen-kgeaampai kepelosok.

Mekanismenya Pos Indonesia mempunyai server, séeveebut harganya
miliaran dan mahal. Tarffic internet juga harus ayér dari pihak ke tiga.
Sementara penggabungan data anatara server PIhd@ossia (Persero) dan PT.
PLN (Persero) harus Independen atau tidak bergablMagingmasir server ada
ISO nya. Kalau tidak ada ISO nya bisa dibobol atemasuki pihak lain. Maka
dari itu ada Switching, Switching Hilir dan Huluwiching Hilir punya PT. PLN
(Persero) dan Switcing Hulu PT. Pos Indonesia @re)s

Kedua Switching tersebut dihubungkan setelah itagrarekening pelanggan
dimasukkan dan barulah bisa dibuka beban yang udiken pelanggan. Jadi,
dalam pemakaian ada sistem PPBO ada empat pihgktgdibat yaitu PT. PLN
sebagai pihak pertama, PT. Pos Indonesia sebgaik Piedua, Perusahan
Switching Company atau perusahaan penyewaan jariaf@u server sebagai
pihak ketiga dan Mitra Pos Indonesia sebagai pikekempat. Pelanggan
diberikan pilihan jika mau bayar di loket PT. PLpe(sero) langsung yang ada di
rayon-rayon maka pelanggan bebas dari biaya adasiisTetapi kalau bayar di
PT. Pos Indonesia tetatp dikenakan biaya admisisttB@an mereka telah
melakuan sosialisasi terhadap biaya administrakirbalalui surat kabar, poster
dan iklan di televisi.

Menurut Bapak Sarno Manajer SDM dan KHA PT. PLNseey Wilayah
Riau dan Kepri, bahwasanya latar belakang dilakukanasama ini adalah
adanya perubahan pola proses bisnis PLN demangangat efisiensi yang
mengedepankan kemudahana bagi pelanggan sertangarsasehat diantara
penyedia jasa pembayar rekening listrik, bisa dansagja, apan saja dan dengan
cara apa saja. Pola kemitraan dengan Bank dengamnBonesia akan menjadi
solusi PLN dalam pengelolaan keuangan yakni menailisasi resiko kerugian
keuangan, pengelolaan uang hasil penjualan lisliskrahkan kepada institusi
lembaga keuangan yakni lembaga profesional dan gsdn penyerahan uang
tunai dalam jumlah besar. Perjanjian yang dibualake se-Indonesia. Dalam
perjanjian ini diwakili oeleh Direksi PLN dan dirgkPT. Pos Indonesia. Jika ada
permasalahan maka diselesaikan secara musyawanmtapae untuk mufakat.
Apabila tidak terpenuhi maka sepakat untuk mengétas segala perselisihan
yang timbul melalui Pengadilan Negeri.
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Implementasi PPOB membutuhkan biaya yaitu Collack&E kepada Bank
atau Pos dan tidak encukupi untuk embiayai opemakidalam PPOB yakni
jaringan, perlengkapan dan peralatan kerja. Dasakurh adanya biaya
administrasi Pasal 1395 KUHPerdata “biaya yang shadikeluarkan untuk
menyelenggarakan pembayaran, ditanggung oleh deBuN secara materi
tidak merasa dirugikan.

2. Masyarakat

a) permasalahan biaya administrasi tambahan hasilre@h | dominan
masyarakat tidak tahu.

b) Tujuan biaya administrasi tambahan hasilnya lelmmidan masyarakat
tidak tahu.

c) Masyarakat yang dirugikan hasilnya lebih dominasyaeakat dirugikan.

d) Sosialisasi perusahaan hasilnya lebih dominan masyta tidak ada
sosialisasi perusahaan.

e) Pertanggungjawaban menurut masyarakat hasilnyla déefmhinan PLN.

f) Masyarakat complain hasilnya lebih dominan kompka&rPos Indonesia.

g) Ke pihak mana masyarakat sering complain hasilmglaihl dominan
komplain ke Pos Indonesia.

. PENGAWASAN

Pasal 18 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Dayer®! Nomor 9
Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Tarif agéenListrik Yang
Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (PerserdydPisahaan Listrik Negara
Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengaw&shadap pelaksanaan
Peraturan Menteri Ini, termasuk pembinaan dan peagan terhadap
peningkatan efisiensi pengusahaan, peningkatan darnt keandalan penyediaan
tenaga listrik, dan peningkatan pelayanan kepadau«en.

Dalam hal pembinaan dan pengawasan terhadap atangefisiensi
pengusahaan, apabila terjadi tidak kenyamanan ggdanyang dilakukan oleh
pihak lainnya dalam kerjasama PT. PLN dengan pkasssersebut maka akan
melakukan pengawasan dan pembinaan agar tidalditdqaang nyamannya
pelanggan. Dalam ini juga PT. PLN dibantu oleh Rerteh Kabupaten/Kota
Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang keteis&iijedn Pasal 5 ayat (3)
huruf ¢ dan e yang menyebut kewenangan pemerirdbbpaten/kota dibidang
ketenagalistrikan meliputi, penetapan izin usahayediaan listrik untuk badan
usaha serta Pasal 19 ayat 1 dan 2 disebutkan, d¢albperusahaan perseroan PT
PLN menerima pembayaran atas pungutan intansi tagtka harus dinyatakan
dengan jelas pada lembar tagihan atau tanda tpeméaayaran listrik konsumen

Dalam hal peningkatan mutu dan keandalan penyedewaga listrik,
Penyediaan tenaga listrik meliputi kegiatan pemk#aag, penyaluran dan
Distribusi serta melakukan perencanaan dan pembangsarana penyediaan
tenaga listrik serta pengembangan penyediaan tefisfjik sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dalam hal peningkatan pelayanan kepada konsumen Re\¥sero).
CALL CENTER 123, para pelanggan dan calon pelang§aN cukup
menghubungi PLN lewat salah satu saluran ContacteCel23 (telepon 123,
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email pIn123@pln.co.id, akun facebook pIn123, damawitter @pln_123) akan
dilayani oleh para petugas PLN tanpa harus datandantor PLN. Setelah
melakukan registrasi, transaksi pembayaran dilakulavat bank atau ATM
bank.

Sebelum penerapan aplikasi pelayanan pelangganustdrp sistem
pelayanan PLN masih belum seragam, belum standar,beélum terintegrasi
secara terpusat. Selain itu, pihak manajemen PLMNgalami kendala dalam
pengawasan dan pengelolaan pendapatan dari trahstikssecara real time dan
online. Sistem AP2T Nasional ini didukung oleh RB®n+ yaitu Anak Perusahaan
PLN yang bergerak dibidang telekomunikasi. AP2T upakan bukti upaya
terobosan inovasi yang dilakukan PLN dalam penitagkaelayanan kepada para
pelanggan dengan memberikan kemudahan dan pemcegsteam pelayanan PLN
kepada para konsumen setia di tanah air. PLN Rerggja menyediakan
pelayanan terhadap konsumen yakni Listrik Prabggni menggunakan listrik
dengan pulsa dan membayar tagihan listrik dimage teapa repot. Membuka
Layanan Pasang secara online yakni pasang bamwbaglemn daya atau migrasi
dan sambungan sementara.

Kesimpulan dan Saran
1. Kesimpulan

1. Hak dan Kewajiban Perusahaan
Hak dan Kewajiban PT. PLN (Persero).Hak PT. PLNr¢®®) yakni
Penerimaan pembayaran tagihan listrik, Pembayasegk& dan atau restitusi
Pelanggan, Pengecekan dan audit IT. Kewajiban BN @Persero) yakni
Menyediakan data tagihan listrik, menjamin dan mealskan rekonsiliasi
dari pihak ke dua dan memberikan imbalan jasa kepé#dthk kedua. Hak PT.
Pos Indonesia (Persero) yaitu menerima imbalan jesdakukan promosi.
Kewajiban PT. Pos Indonesia (Persero) menghubungjktem host, menjamin
keakuratan  data,menerbitkan  bukti pembayaran dan nyimpan
transaksi.dalam pelaksanaannya biaya-biaya terseliigbankan kepada
masyarakat yang mana seharusnya menjadi tangguatyjamasing-masing
pihak sesuai perjanjian.
2. Kendala-kendala yang dihadapi

Kendala-kendala yang dihadapi dalam perjanjianagtalah diantaranya
biaya jaringan, biaya server, biaya gaji karyawaaya sewa alat, biaya fee
buat agen-agen Pos Indonesia (Persero). Jadi, dadmnakaian ada sistem
PPBO ada empat pihak yang terlibat yaitu PT. PLibagai pihak pertama, PT.
Pos Indonesia sebgai Pihak kedua, Perusahan SwgtcGompany atau
perusahaan penyewaan jaringan atau server selighi ketiga dan Agensi-
agensi Pos Indonesia sebagai pihak ke empat. Raartiberikan Pilihan jika
mau bayar di loket PT. PLN persero) langsung yatayd rayon-rayon maka
pelanggan bebas dari biaya admnistrasi. Tetapiuk&dlayar di PT. Pos
Indonesia tetatp dikenakan biaya administrasi. Dereka telah melakuan
sosialisasi terhadap biaya administrasi baik melslwat kabar, poster dan
iklan di televisi. Dasar hukum adanya biaya adnvags Pasal 1395
KUHPerdata “biaya yang harus dikeluarkan untuk reémyggarakan
pembayaran, ditanggung oleh debitur. “
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3. Pengawasan
Pasal 18 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Dayeril Nomor 9
Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Tarif gberastrik Yang
Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Perserd?lBNI Direktur Jenderal
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap térnpesobinaan dan
pengawasan adalah peningkatan efisiensi pengusab@angkatan mutu dan
keandalan penyediaan tenaga listrik dan peningkagelayanan kepada
konsumen. Bentuk pembinaan dan pengawasan di daéajanjian adalah
para pihak dilarang atau tidak diperkenankan mehgah kewenangan
seluruhnya atau sebagian data kecuali ada perastug@rtulis dari pihak
lainnya. PT. PLN (Persero).
2. Saran

Saran yang diberikan oleh penulis:

1. Sebaiknya penarikan biaya administrasi tambahagngmibebankan kepada
masyarakat karena diperjanjian sudah ditanggurtgrokesing-masing pihak.

2. Biaya administrasi tambahan karena dapat merudgi@asumen.
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